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ABSTRAK

Pada masa sekarang ini keperluan akan dana guna menggerakkan roda
perekonomian terus semakin meningkat. Disatu sisi ada kalangan masyarakat
yang pendapatannya tinggi dan disisi lain ada kalangan masyarakat yang
pendapatannya sangat rendah, sehingga mendapatkan kesulitan maupun kendala
mencari modal untuk membuat usaha. Salah satu usaha untuk memenuhi
kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dari jasa pemblayaan yaitu suatu

perjanji
hukum
memenu :

sebagian Mg at er A, antd f biaya hidup,
dan angs nya ma . ) a hldupnya.
Sehingga )€
pendapata

Terhadap e Tbk Cabang
Pelalawan)’ ﬁﬂ* enai kum terhadap
pendapatan MESY 3 \ sta Agaimana solusi
akibat huku » :

) : gh fjenis penelitian
sosiologis at itia At S lakukan supaya

angsurannya, se
terhadap perjanjia

debitur wanprestasi
Cabang Pelalawan.

bagi pihak lainnya, olef ot penti ntuk memperhatikan sejak
kapan seseorang i wanprestasi. Pada umumnya

memenuhi prestasinya, dengan begitu pihak perusahaan PT. BFI Finance memberi
bunga yang telah ditentukan atas keterlambatan pembayaran angsurannya tersebut,
seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi.
Suatu akibat hukum dari wanprestasi perjanjian kredit pasti akan menimbulkan
beragam macam solusi. Solusi tersebut berupa teguran, apabila tidak dihiraukan
maka PT BFI Finance akan menyita barang jaminan masyarakat.

Kata Kunci : Debitur, Kooperatif, Kredit, Litigasi, Negoisasi, Perjanjian,
Wanprestasi.
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ABSTRACT

At this time the need for funds to move the wheels of the economy
continues to increase. On the one hand, there are people who have high incomes
and on the other hand there are people whose incomes are very low, so they have
difficulties and obstacles in finding capital to start a business. One of the efforts to
meet these capital needs can be obtained from financing services, namely a
financial institution whgse main task is to market its sgrvices in the form of credit.
i meet the ever-increasing

eople prefer
ents because

committed i’ gal conse 1 Briyl therefore it is
very impo

it discusses Sequences on. fault of credit
agreements @ia : :
default cred

The
survey resea

cal research or
researchers can
fled out in detail.

other party, theretgks . hen someone is said
to be in default. INSgeRE >

will certainly lead to various kind gtions. The solution is in the form of a
warning, if it is ignored, PT BFI Finance will confiscate the public's collateral.

Keywords : Debtor, Cooperative, Credit, Litigation, Negotiation, Agreement,
Default.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

A \od

1\§

A
&
”
o
[
o

diinginkan melalui proses tawa

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam
Buku Ke- Il KUH Perdata dengan judul Perikatan. Istilah “perikatan”
mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada kata “perjanjian”. Perikatan

merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan

! Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak
Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008. him. 1
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pihak mana yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak
yang lain berkewajiban untuk memenuhinya. Pengaturan hukum perikatan
mempunyai sistem terbuka (open system) artinya seseorang dapat mengadakan

hak-hak perseorangan (personlijk recht) yang lain, selain yang telah di atur

istem _te maka setiap orang

dalam undang-ug Jai . ,
“‘ ‘ ‘Hmﬁ““ .# ang dapat

Tapat-

hak persedra asarka - gpanj tidak

bertentangafi#* dg atura . : anc ketertiban

syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Adanya kata sepakat bagi mereka yang
mengikatkan dirinya; Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab (causa) yang halal.

: Ficky Nento, Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jua Beli Barang Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Perdata, Lex Crimen Vol. VV/No. 6/Ags/2016.
¥ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338.

2
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Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan
diantara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya
diawali dengan proses negoisasi di antara para pihak tersebut. Sehingga dengan

adanya perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya ditangani

dengan perangk I i pihak. Apalagi dalam
pembuas ‘ ‘ ‘hh“‘ .e’a Landasan
prinsip K [ i kaitan pada
asas itikadMearks tetapi ] : Ihnya sebagai
mitra usa € QeliSahanya tanpa
kreditur danige ga Kreo et agilisahanya tanpa
debitur. Denge 3 prir itraan antara ] Qitur maka dalam

perjanjian d

Menurut Kasmir: “Kredit berasal dari bahasa yunani Credere yang
berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin Creditum yang berarti kepercayaan
akan kebenaran. Sedangkan menurut Mulyono ”Kredit adalah penyerahan uang
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

* Mohamad Nur Muliatno Abbas, Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak Baku Perjanjian
Kredit Bank, Gorontalo Law Review, VVol.3/No.2 Oktober 2020.

% Rivai, Veithzal dan Andria peramata Veitzhal, Kredit manajemen hand book, (Jakarta :PT. raja
Grafindo Persada, 2013), him. 197.


https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/issue/view/95
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pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan bunga

imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.®

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka
11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan

Undang-undang Nomgg 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan)

pihak mam 1k | IETH Jangdan waktu yang
telah ditetagke . | = afkan hasil survei
yang dilakukaatSpeneliti pate 3 ’ asyarakat yang

melakukan

terbanyak yaitu sebagai pedagang Kakf“lima. Pedagang kali lima didefinisikan
sebagai suatu kelompok orang yang menawarkan jasa untuk dipasarkan ke ruang
publik, terutama dipinggir jalan. Berbagai ragam usaha yang dilakukan oleh
masyarakat dalam bentuk usaha-usaha kecil kaki lima, sehingga dapat membantu

meningkatkan pendapatan untuk memenuhi biaya hidupnya. Tetapi sebagian

® Teguh Pudjo Mulyono, Analisa Laporan keuangan untuk perbankan. (Jakarta : djambatan
,2002), him. 12.
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masyarakat tidak mempertimbangkan antara pendapatan, biaya hidup, dan
angsurannya. Umumnya masyarakat lebih mengutamakan biaya hidupnya.

Sehingga menyebabkan tingginya tingkat wanprestasi perjanjian kredit karena

pendapatan yang minim tidak mampu menopang jumlah angsurannya.

sebab pendapatan terbesa Ja : gidtan penyaluran

kredit. Pili ' u perusahaan
seperti PT. dj’ di dikarenakan
adanya tawalig : ang kecil yang
kelihatannya fingftliminati seluruh

masyarakat. piliaksp dkblkan segala upaya

dit/pembiayaan konsumen

antara lain dibagi ke dalam e pagi konsumen individu dan

persyaratan bagi konsumen perusahaan, yakni sebagai berikut :

(1) Konsumen Individu

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/ isteri calon konsumen).
Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Pas foto

Daftar gaji, apabila calon konsumen sebagai pegawai/ karyawan.

®oo0 o
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(2) Konsumen Perusahaan

a. Anggaran Dasar perusahaan beserta semua perubahan dan
tambahannya.

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari yang diberi hak untuk

menanda tangani perjanjian.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Surat Izin Usahg Perusahaan (SIUP).

motor tetaglie S barang' sewa, wal stirat dan Bukti
Pemilikan :
sehingga statls#te TVAVE g an disebutkan
juga apabila

pemilik sepe

Banyak &

kerja seseorang maka pendapatannya@®ptin juga akan meningkat. Usaha untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara
pemberantasan kemiskinan yaitu memupuk masyarakat dengan cara

pemenuhan modal kerja. ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan

dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang

" Admiral, Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing, Uir Law Review,
Vol.2/No.2/Oktober 2018.
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diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud

dengan baik.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “Untuk
memperbesar pendapatan, anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari
sumber lain atau membantu pekerjaan kepala kelugrga sehingga pendapatan
bertambah™.® Hal _jg ga ga
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dengan dana tersebut. Sepertl permotor, maka kendaraan motor
tersebut dijadikan jaminan pokoknya. Berbanding terbalik dengan jaminan
tambahan, biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa

pengakuan utang dan asuransi.

® Sudarman Toweulu, Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo,2001), him. 3.
® Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2009), him. 42

7
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Apabila debitur yang melakukan kredit tidak bisa memenuhi prestasi
tersebut, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Pengertian
wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur karena kesalahannya tidak

memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan. Pelaksanaan kewajiban yang tidak

tepat pada waktu nya. Maka seorang

“%H"ﬁ;\“ .@‘

atau Juru
kreditur ata f pabila s kadkreditur berhak
membawa

memutuska

Tbk, Cabang

bisa memenuhi

menunjukkan untuk mau bekerja sama dengan orang lain, saling berbagi, saling
membantu satu sama lain tanpa adanya rasa mengeluh ataupun berdebat yang

menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman.

Wanprestasi  yang sering terjadi dalam perjanjian kredit dilakukan

berbeda-beda sesuai dengan kasusnya masing-masing. Penanganan tersebut
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misalnya penyelesaian secara damai sebelum dilakukannya penarikan sepeda
motor yang dijadikan barang jaminan. Kesalahan sering terjadi dikarenakan
kelalaian dan juga kesengajaan. Kelalaian itu terjadi apabila debitur tidak

menghendaki tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat akan

Wanprestas
Pelalawan)”

B. Rum
Berdasarkan Ia
adalah:

1. ner an masyarakat dalam

2. Bagaimana solusi akibat hukum antara kedua belah pihak dalam

wanprestasi perjanjian kredit ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:
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1. Tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum

pendapatan masyarakat terhadap wanprestasi perjanjian kredit.

2.
unilik memperluas
penyelesaian
bahan sebagai
dapat dijadikan

D.

1.
bahan perbandingan
dan acuan. Selain itu, ® aan atau plagiarisme dari

penelitian ini. Maka dalam tinjalia ni peneliti mencantumkan hasil-hasil
penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi Ayu Pricilya tahun 2018 Fakultas Hukum, Universitas
Jember yang berjudul “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian
Kredit Usaha Mikro™.

Penelitian oleh Ayu Pricilya bertujuan untuk mengetahui dan memahami

hak dan kewajiban antara penerima dan pemberi kredit usaha mikro sudah

10
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memenuhi prinsip keseimbangan. Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk
mengetahui dan memahami akibat hukum serta solusi dalam wanprestasi
perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan terhadap pendapatan

masyarakat Kabupaten Pelalawan.

penelitian
dilakukan

pelajari da

dari sifatnya

Kedua, skripsi Yolanda Mawar Saron Chrismashari tahun 2021 Fakultas
Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul “Analisis Yuridis
Akibat Hukum Bagi Para Pihak dalam Perbuatan Wanprestasi Oleh Nasabah PT.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi

Putusan Perkara Perdata Nomor 176/PDT.G/2019/PN.MDN)”.

11
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Penelitian oleh Yolanda Mawar Saron Chrismashari bertujuan untuk
mengetahui dan memahami alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan bagi
hakim dalam memutuskan putusan dalam perkara ini dan bagaimana akibat

hukum bagi para  pihak  atas  putusan  perkara  perdata ~ Nomor

176/Pdt.G/2019/Eh Perjanjian  Kredit

‘*\?ﬂj\“ .96 getahui - dan

nakan metode
atau penelitian
dimana dalam
dasar yang

enelitian empiris

yang mereka pelajari dan menyelidiKT aktivitas yang dilakukan secara detail.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskripstif analitis.

Penelitian Yolanda Mawar Saron Chrismashari dianalisis secara kualitatif,
yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian
membandingkan antara data dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

atau pendapat para ahli hukum. Sedangkan penelitian penulis dianalisis secara

12
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deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau
gambar daripada angka-angka, hasil penelitian tertulis berisi wawancara, catatan
lapangan, dokumen-dokumen, foto dan dokumentasi resmi lainnya.

2. Tinjauan Tentang Perikatan

selalu melakukan

yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan
perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak
melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.*°

Berbicara Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan

9 Wilopo Cahyo Figur Satrio dkk, Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual beli
Berbasis Syariah, NOTARIUS, Vol. 13/No. 1 (2020).
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bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak
yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka,
ataupun karena ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara

dua atau lebih g arta  kekayaan, yang

melahir} , ‘ ‘ %‘!.“‘ .Qe

lainnya.

2. Kekayaan; yang d Sud dengan & Tkat8 gafali ukuran-ukuran
yang dipergU erhadap se gan bungan hukum
itu dapat dis
merupakan p

akan tetapi

adalah pihak kreditur atau yang De€rpiutang, sedangkan pihak yang wajib
memenuhi prestasi adalah pihak pasif yaitu debitur atau yang berutang.
4. Prestasi atau kontra prestasi (tergantung dari sudut pandang pelaksanaan

prestasi tersebut); merupakan macam-macam pelaksanaan dari perikatan dan

1 bid., hal. 1
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menurut Ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, dibedakan atas memberikan sesuatu,

berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

3. Tinjauan Tentang Perjanjian

setiap per : g telah dibue arsg a pihak harus
dilaksanaka
1338 ayat M8 derdata yang ataka a Erjanjian harus
dilakukan atu perjanjian

berarti kej » eritik 3 kepercayaan

sepenuhnya jada  pi : angoapnya jur dan tidak

kesepakataan para pihak. Terutare gfjanjian yang bersifat komersial, baik
berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat
disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari: Ada pihak-pihak; ada persetujuan
antara pihak-pihak; ada prestasi yang akan di laksanakan, ada bentuk tertentu lisan

atau tulisan; ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; ada tujuan yang

hendak dicapai.

15
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Didalam perjanjian kredit tertuang semua kewajiban antara debitur dan
kreditur. Salah satu klausul didalam perjanjian tersebut adalah klausul tentang
adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan debitur, seperti debitur tidak lagi

membayar angsuran kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan. Maka

berdasarkan per glang kemudian hasil

‘ ‘ !Q““ .ee hnya lagi

terikat dalam

un di dalam

aan mengalami kesulitan untuk
meminta angsuran pengembalian Kredit tersebut. Timbulnya wanprestasi
dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor tersebut yaitu karena kegagalan
usaha, usaha kegiatan ekonomi kurang lancar, dan lain sebagainya mengakibatkan
debitur tidak mampu melakukan prestasi dalam jangka waktu yang sudah

ditentukan. Terjadinya wanprestasi memang karena faktor-faktor dari pribadi

2 Rosyidi Hamzah, Penerapan Asas Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit
Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia, \VVol. 3/No. 2, Juni 2020: Him. 5.
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manusia untuk tidak dan atau dapat memenuhi prestasi yang sudah
diperjanjikannya juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. **
Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu fenomena yang

mana seseorang berjanji untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain,

perjanjian terseh, ksetujui antara kedua

belah pjik 2 ‘ ‘ \‘,’9“‘ .e& pptrak (Law

dengan pihdif13 jertian sesual disint a, Karena kehendak
itu tidak da einginan yang
disimpan di ida gk etanui dan karenanya

tidak mung ahi : Utk Mnelahirkan suatu

Ada 5 (lima) cara terjadinya pe frnyataan kehendak, yaitu dengan :

Bahasa yang sempurna dan tertulis;

T o

Bahasa yang sempurna secara lisan;

134

Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain;

=

Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain;

3 Fitri Ayu Ranti dan Hudi Asrori, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank
BRI KCP Jombang Kota, Jurnal Privat Law Vol. VVII/No 1 Januari - Juni 2019.

 Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 2014, him.
76.
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e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak

lainnya.'®

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu

dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan fertulis. Tujuan pembuatan

Ay

ada saat pihak
atakan bahwa

ia mener
b. Teori Pe I apabila pihak
yang me elex. Menurut
teori ini imaan dipakai

sebagai p
c. Teori Pen
pihak ya
itu belum 3 :
d. Teori Penefiing aftgstheorie). suatu kedeps Angdterjadi saat pihak

terjadi apabila
api penerimaan

bt SEE | 3

dari para pihak yang membuatnya. KUH Perdata, menyebutkan beberapa
jenis keadaan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian terjadi cacat
sehingga terancam kebatalannya, yaitu Pasal 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan

1328 KUH Perdata.

5 https://konsultasiskripsi.com/2022/01/30/syarat-sahnya-perjanjian-skripsi-dan-tesis-7/ diakses
30 Januari 2022
16 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta Bandung, 1987. him 57.
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2. Kecakapan Bertindak

Pasal 1329 BW dinyatakan bahwa pada asasnya setiap orang adalah
cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain.

Karena membuat perjagjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh

C.

hukum diatur dalam Pasal 1331 data dan Pasal 1446 KUH Perdata.

3. Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak

kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas :

a. Memberikan sesuatu;

7 pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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b. Berbuat sesuatu; dan

c. tidak berbuat sesuatu.®

Beberapa ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang objek

perjanjian :

2) Pasal §¥ erdatz : i rseflijuan  harus
o

an jenisnya.

3) | atadinyataks aru akan ada

berlaku disamping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan

kesusilaan.*®

'8 http://repository.unpas.ac.id/46348/6/BAB%2011.pdf, diakses Tahun 2019.'
19 Martha Eri Safira, di Indonesia Hukum Ekonomi, 88.
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beberapa ketentuan didalam KUH Perdata tentang sebab-sebab yang dilarang,

yaitu :

a. Pasal 1335 KUH Perdata dinyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab atau suatu

telah dibuat karena suatu sebab atau terlarang, tidak

yang pal

ya hanya

keabsahan

umum, “maka perjanjian tersebt : atan atau yang

lazim d

Didalam pe nemi :'_ SE ‘ engerti dalam

membuat sua

2) Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas pacta sunt
servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian.
Asas pacta sunt servanda termuat dalan Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata yang dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

0 Ridwan Khirandy, Op.Cit., him. 27.
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sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-
undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para

pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

3) Asas KebebasanBerkontrak

1

2

3

4

5. Percampuran hutang
6. Pembebasan hutang

7. Musnahnya benda yang terhutang
8. Kebatalan/pembatalan

9. Berlakunya syarat batal

10. Kadaluarsa atau lewat waktu.

2! Ridwan Khirandy, Op.Cit., him. 86.
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Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) Pasal 1313, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan
yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan

overeekomst da mst tersebut lazim

hubungan a dua g atafsepakat untuk
menimbulks
dikenal adanig a UNS 3 erjaniia I efSebut diuraikan

sebagai beri

:::::

undang yang mengaturnya.

c. Unsur aksidentalia, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika

para pihak memperjanjikannya. %

Gatot Supramono dinyatakan bahwa “perjanjian kredit merupakan
perjanjian pinjam mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena
didalamnya terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek

22 Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertaiment Berbasis Nilai Keadilan,
Jurnal Unissula, Vol. 4/No. 1 Januari-April 2017.
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perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUH Perdata dan secara

khusus diatur oleh undang-undang”.%

Subjek hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang
mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Didalam perjanjian kredit mencakup
dua pihak yaitu pihak

editur yang merupakan orang.atau badan yang memiliki

eriebih dahulu
gatkan kepada

seketika atau

terlambat memenuhi prestasi, dan melaktikan apa yang dalam perjanjian dilarang
untuk dilakukan. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: adanya perjanjian yang
sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian,

adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian,

2 Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for Society
Studies, Jember, 2006, him. 106

24 Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtar, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat
Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan, Vol. 3/No. 2 (2019): UIR Law
Review, him. 44.
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peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di

bawa ke pengadilan).

Wanprestasi adalah suatu istilah yang mengarah pada ketidalaksanaan

prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan

maka p van kibat dari

perjanjian Wdisg g - { dah pemenuhan

perjanjian

Wangpre erdapat dalam Pas 4 ) g dinyatakan
bahwa: “Pé dipenuhinya
suatu perika an lalai untuk
memenuhi p atau dilakukan

hanya dapat dil holg pak amipaui batas waktu

oleh salah satu pihak;

2. Pasal 1267 BW pemutusan ontrak perjanjian bersamaan dengan
pembayaran ganti kerugian;
3. Pasal 1237 ayat (2) BW terkait penerimaan peralihan risiko sejak

wanprestasi;

25
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4. Pasal 181 ayat (2) HIR tentang penanggungan biaya perkara di

pengadilan.?®

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmad Miru wanprestasi

itu dapat berupa perbuatan :

1. Tidak meg ' re ama sekall 03 apedebitur yang tidak

I prestasi sama

sekali;

3. Memenubhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur dapat
diharapkan pemenuhannya maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi

tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi. 2’

% https://www.rumah.com/diakses Tanggal 25 April 2021
26 Ahmadi Miru, Op, Cit, him. 74
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Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa wanprestasi

terjadi dikarenakan terdapat 2 (dua) faktor yaitu:

a. Keadaan memaksa (overmach/force mejeur);

b. Karena kegalahan debitur, baik karena kelalaian maupun

disengaja selagal respon.atas: tindakan pif anplestasi terlebih
dahulu, kh

timbal balik

kreditur ataupun juru sita. Somasi biasanya diberikan minimal sebanyak tiga kali
oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi tersebut tidak dijalankan dengan baik,
maka kreditur mempunyai kuasa untuk membawa persoalan itu ke pengadilan.

Dan pengadilan lah yang berhak memutuskan perkara tersebut, apakah perkara

tersebut dapat dikatakan wanprestasi atau tidak.

2T A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985),
him. 26
%8 Syantica. S, Lex Privatum Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020
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Ada empat akibat adanya wanprestasi, antara lain:

1. Perikatan tetap ada

Kreditur dapat menuntut debitur dalam pelaksanaan prestasi apabila ia

4, kreditur dapat
prestasi dengan

Jian harus dinyatakan

terlebih dahulu secara r gatkan kepada pihak yang

lalai, bahwa debitur menghendak uhan prestasi oleh pihak kreditur.
Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk
tertulis, namun sekarang dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan secara

lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya

2 ibid., him. 180-181.
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terhadap perjanjian yang dibuat para pihak. Peringatan tersebut dapat dinyatakan

pernyataan lalai.*
E. Konsep Operasional
pahaman atau salah tafsir

Untuk mempei agar terhindar dari kesg

memperolé

hukum. Ti

WY

yang dilak

\

Pen
ekonomi be

dari profesi

<uaA%:N

]
D
>
-

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara

dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak

melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.

%0 Syamsir Hasibuan dan Nika Rahmania, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli
Online, DIMENSI, VOL. 9/No. 1 : 87-98 MARET 2020

31 Soeroso, R., SH., Op-Cit, him 295.

%2 Sadono Sukirno, Teori Pengantar Mikro Ekonomi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, him. 47.
% Koentjaraningrat, Pengantar llmu Antropologi, (Jakarta: Akses Baru, 1979), him. 157.
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Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*®

penelitian sosiologis atau penelitian survei, atau teknik analisis data, dilakukan

agar peneliti dapat secara langsung mengamati apa yang mereka pelajari dan

¥ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: PT. Sumur, 1981), him. 9.

% Achmad Chosyali, Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit
Bermasalah, Law Reform, VVol. 15/No. 1, Tahun 2019.

% Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2008) him. 180.
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menyelidiki aktivitas yang dilakukan secara detail.’ Sedangkan dilihat dari

sifatnya, penelitian ini bersifat deskripstif analitis.*®
b. Sifat penelitian
pakan ini termasuk sifat

Dari sudut paadang penelitian yang penulj

Pendapatan
MasyarakatsiFe n Wanprestas ' . PR BFI Finance

Tbk, Caba
2. Lo

Penelitian i

penelitian tersebut dapat dilihat pada -1 dibawah ini:
Tabel 1.1
Daftar Populasi dan Responden
No. Populasi Jumlah Keterangan
1. Masyarakat 20 Sensus

%7 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2008), him. 295.
% Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, (Jakarta: UIR Press, 2014), him. 12.
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2. Head PT. BFI Finance

2

Sensus

Jumlah

22

22

Sumber: Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

Responden didalam penelitian ini adalah informan yang berkaitan

a. Data Primer

dan 2 Head PT. BFI

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui

responden atau sampel dengan menggunakan alat pengumpul data dari masyarakat

Kabupaten Pelalawan dan Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan.

b. Data Sekunder
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan maupun
literatur panduan yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas, berupa:
hasil penelitian, kamus, internet, Peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku

hukum yang berhubungan dengan judul yang dimaksud.

5 Ala
Dalam pulan data
dengan ca ’
a.
jawab yang
telah disiap umnya oleh penulis un aiSecara langsung
dari respon at Kabupaten
Pelalawan Thbk, Cabang
Pelalawan.
b. Kuesion
n memberikan daftar
pertanyaan atau angket kep den dari penelitian ini adalah

masyarakat Kabupaten Pelalawan yalg melakukan kredit dan Head PT. BFI

Finance Tbk, Cabang Pelalawan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan mekanisme menyusun data serta mengurutkan
data berdasarkan pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

hipotesis kerja yang diterangkan oleh data. Data yang didapat baik dari
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kepustakaan maupun lapangan diteliti dengan metode analisis kualitatif, yaitu data

yang didapatkan akan digambarkan sesuai fakta dan telah dianalisis berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan.

para ahli ¢ aturan-peratura o engan judul

yang di SUC : |3 ' g 3 ode penarik

dari hal-hal

BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Definisi Wanprestasi

% Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, UIR Pres, 2017, him. 14.%°
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Sebelum kita berbicara atau membahas tentang wanprestasi, terlebih
dahulu kita mengetahui apa itu arti dari prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu
yang menjadi hak kreditur dan merupakan kewajiban bagi debitur. Menurut

Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa:

<SS

[
&
e
@
:
v

¢
¢
i

menepati kewajibannya dalam perjanjian.**

Pengertian umum mengenai wanprestasi adalah suatu keadaan dimana
pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang merupakan
kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Mengenai

wanprestasi sendiri terlebih dahulu harus dinyatakan secara resmi, yaitu

* Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Y ustisia, 2009.
! Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, him. 60.
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misalnya dengan memperingatkan kepada pihak deditur bahwa pihak kreditur
menginginkan pembayaran seketika atau dalam jangka waktu singkat. Jadi

debitur dalam keadaan wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasi dan telah

di tegur.*

annya” tidak
si atau cidera
debitur tidak

1 salahnya”. 43

“penggantian
biaya, rugi barulah mulai
diwajibkan, i perikatannya,
tetap melal tau dibuatnya,

dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Pada umumnya
mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur

dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain,

*2 Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtar, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat
Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan, Vol. 3/No. 2 (2019): UIR Law
Review, him. 44.

* R. Subekti, op.cit, him. 59.

* Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12
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wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah
melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.
Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang

waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau

menegur debitur R_ini disebut dengan

somasi, ‘ ‘ “““ ."

somasi ole au G a fakakan sebanyak
tiga kali o
maka kredi : me a pe pengadilan lah

yang akan

dilakukan dengan tepat sesuai dengamyang telah diperjanjikan sebelumnya.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan

wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:*°

a. Menuntut pemenuhan perikatan;
b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat
timbal-balik, menurut pembatalan perikatan;

* salim H.S., op.cit, him. 98.
*® Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Y ustisia, 2009.
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Menuntut ganti-rugi;
Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti-rugi;
e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

oo

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena

keadaan memaksa (Force Majour). Keadaan memaksa (Force Majour) yaitu

tidak dapat

ada pada pihaknya”.

3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi
akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan
melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-

pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah
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dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan
tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian

karenanya.*’

Penggantian e dapat  dituntut undang-undang

berupa “kosig wder Jtum, dalz asal 1243 KUH

itu, tidak
hanya b h _ L(KDsten), atau
kerugian sungg € be aden), tetapi
juga berupe ¢ . Jall yang didapat
seandainya erhutang tidak lala iIgian yang harus
diganti melipl at diduga ! Kiat langsung dari
wanprestasi S8 " a hu an sebab-aki ant: JanPrestasi dengan

Rugi (schaden) adalah kertigfan karena kerusakan barang-barang
kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;
c. Bunga (interesten) adalah  kerugian yang berupa kehilangan

keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

*” Munir Fuady, op.cit, him. 223.
“ ibid
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Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu
perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai macam, antara lain pemberian ganti
rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi,

pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa

ganti rugi, pemb i, Selanjutnya dalam

“ﬁ\?&“‘ .Qa o rugi  atas

gel ganti rugi
sudah ditulis
anda tangani,

A da : uglkan karena
wanprestasi ‘ditempatkan se ah tida | ngan berbagai
keuntungan ndi

c. Pergantie )a s anti otz entuk. g gantian seluruh
biaya yang tel@h.e Kal : 10 payar oleh pihak
lain, yang te astast {eth agiftersebut. Karena
perhitungan biaye cluarka yardilakukan dengan

d. Restitusi 0 juga menempatkan
perjanjian pada posi erjadi perjanjian. Akan
tetapi dalam hal ini, ya engembalikan seluruh nilai

kedua belah pihak dari pihak yang ak yang lainya. Nilai tambah yang
dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak seabgai
akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan
dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi;

e. Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan
model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan
dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari
nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak
dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah diguanakan
untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan,

9 1bid, him. 224.
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yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus
dikembalikan;

f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adlah kewajiban
melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

D perikatan
dilahirkan@ba juar agkarendginga yang dapat

dang, dengan

a perjanjian

merupakan mengikatkan

dirinya terha tersebut dapat

disimpulkan tersebut adalah

1. Menurut Subekti; “Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang
berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perikatan sebagai suatu perhubungan
hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang
satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang
lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut
Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada

%0). Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Kedua (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2001), him. 3.
*" Ibid., him. 11.
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seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal.**

2. Menurut Handri Raharjo; “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum
di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum
yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek
hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu
berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban

pakan prestasinya sesuai dengag, kesepakatan yang telah

bat hukum”.>

3. ak merupakan
Qukum lain
erhak atas
ban untuk
nya”. >

4. akan suatu

gikatkan diri
‘ Il”.55
5. pakan hubungan
Sepakat untuk
6. atu perbuatan
ang mana satu
suatu hal atau
erhak menuntut
2) Syar3
Syarat sahnya [; yaitu:

dengan kesepakatan adalah persesudram*pernyataan kehendak antara satu orang

atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena

°2 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1985), him. 1.

>% Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian Indonesia, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), him. 42

> H. Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2005), him. 15-17.

% Abdulkadir Muhammad, op. cit., him. 224-225.

% RM Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1988),
hlm. 97.

%" Home.unpar.ac.id/-pasca/lonked/abstrak/doctor/2004822007/ diakses Tanggal 03 Mei 2014
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kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara

terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;

b. Bahasa yang sempurna secara lisan;

C. idak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena
dalam kenyzg : ermgkall seseorangal alkan dengan bahasa

an kepastian
rna, di kala

bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap hukum untuk membuat suatu

perjanjian adalah:

Orang-orang yang belum dewasa;

Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan

c. lIstri. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan
perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

oo

%8 Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika
him.33.
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Sedangkan pada buku 1l KUH Perdata Tentang Perikatan tidak
menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur

ditemukan dalam Buku | KUH Perdata Tentang Orang. Berdasarkan Buku |

ditemukan

Sekalipun tidak™se al gas nga #38arkan undang-

undang Perkawina 3 / : or 1 Tahun

1974

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris menentukan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

a. Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah;

% Ridwan Khairandy, Op.Cit, him.176.
% Herlien Budiono, 2010, Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan,
Bandung, Citra Aditya Bakti, him. 103.
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b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat
tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tetapi juga dikaitkan
tolak ukur yang lain,

jsalnya tidak berada di bawahpengampuan. Tidak hanya

dan kreditur.

a.
b.
.
4,
pagai sesuatu yang
menjadi tujuan pa Al arti bahwa isi yang
menjadi perjanjian terse fdari Ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku samping Impang dari norma-norma ketertiban

dan kesusilaan.®?

Beberapa ketentuan didalam KUH Perdata tentang sebab-sebab yang dilarang,

yaitu :

%! http://repository.unpas.ac.id/46348/BAB%2011.pdf/ diakses Tahun 2019.
62 Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi di Indonesia, 88.
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a. Pasal 1335 KUH Perdata dinyatakan “suatu perjanjian tanpa sebab atau
suatu telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak

mempunyai kekuatan”.

b. Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan “Pasal_ini pada dasarnya hanya
f dari keabsahan
hila suatu
ketertiban
Kuaen atau yang

3) Def
percayaan atau
dalam bahasa#Cafin € P enaran. Dalam
bahasa sehari®hg edit s ika _ o 0] gan membayar
cicilan atau an an hari deridan 3 ran di kemudian
hari atau me nya dilakukan di
kemudian hari den gan perjanjian. Artinya
kredit dapat berbentuk ba Baik kredit berbentuk barang

maupun kredit berbentuk uang dalarm™®al’ pembayarannya dengan menggunakan

metode angsuran atau cicilan tertentu.®®

63 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), him. 72.
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Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

memberi definisi kredit sebagai berikut:®*

merupakan BTy S minjam - ue n oleh pihak

kreditur all pel engan : ‘ )eminjam dan

pahwa prestasi yang

diterimanya kembali dalam Ka waktu tertentu di masa yang akan
datang;

2. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian

prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan

% Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014),
him. 180-181.
% Djumhana, Kredit Sebagai Unsur-Unsur Perikatan. (Ghalia: Jakarta, 2000), him. 369
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datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian agio dari uang.
Yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan
diterima pada masa yang akan datang;

3. Degree of risk yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai

p antara pemberian

‘“‘ ‘ Qh%“‘ﬂ .aa dian hari.

suatu perjanjian kredit adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit
diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakan pinjam-meminjam antara bank

dengan pihak lain.
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Berdasarkan dari pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan, maka terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat dalam kredit, yaitu

pihak yang meminjam disebut debitur, dan pihak yang mempunyai dana disebut

kreditur. Berdasa tail_k a[ eh Pasal 1 angka 11

SNy R'ﬁ‘h‘!“ .tg

suatu pi

sepanjang

&. jam-meminjam  antara
perusahaan dengan piia ‘
Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam

bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis

% M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (PT. Raja Grafindo
Persada: Jakarta 2010). HIm. 76.
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perjanjian, tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum
positif di Indonesia. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam
ketentuan-ketentuan KUH Perdata, buku ke-111 Tentang Perikatan, dan

Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumeg W angan pencantuman
‘ ‘ Q\E\“ .ea ang antara

surat

UH Perdata)
an Pasal 1338

erlaku sebagai

pembayaran yang telah disepekati, yang biasanya terdapat dalam
ketentuan pejanjian kredit. Dengan demikian, kredit perbankan bukan
suatu bantuan dana yang diberikan secara cuma-cuma. Kredit perbankan

adalah suatu utang yang harus dibayar kembali oleh debitur.

4. Adanya jangka waktu tertentu.
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Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka tertentu. Jangka waktu
tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan

debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban

bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukan kesempatan

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hak dan
kewajiban antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit juga merupakan salah
satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Namun dalam
kenyataannya tidak sealu dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena pada

suatu waktu baik sengaja maupun tidak debitur penerima kredit melakukan
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wanprestasi sehingga pihak perusahaan mengalami kesulitan untuk meminta

angsuran pengembalian kredit tersebut.®’

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit

tercantum dalam Peratyran Perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal

persetuj G ak § : a*gdlengan pihak

lain yang telah jangka

waktu terte embe ) v tian tersebut,

perjanjian injam antara

perusahaan g mewajibkan

debitur untu gan pemberian

bunga.

adalah identik dengan

etentuan Bab XIII dari

Buku 11 KUH Perd m Q“‘.\“’

2. Menurut Gatot Suprani@ an kredit adalah perjanjian pinjam
mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya
terdapat kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek
perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh KUH Perdata dan secara
khusus diatur oleh Undang-undang Tentang Perbankan”.”

3. Menurut Remy Sjahdeini; “Perjanjian kredit memiliki pengertian secara
khusus, yaitu suatu perjanjian antara perusahaan sebagai kreditur dengan

®7 Fitri Ayu Ranti dan Hudi Asrori, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank
BRI KCP Jombang Kota, Jurnal Privat Law Vol. VII/No 1 Januari - Juni 2019.

% pasal 1 Angka 11 Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

%9 Marhais Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia. Pradnya Paramita, Bandung, 1975, him.
67

" priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for Society
Studies, Jember, 2006, him .106
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konsumen sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan,

atau pembagian hasil keuntungan”.”

5) Prinsip Perjanjian Kredit

Pengertian Depi

Untuk mencegs | it bermasala penilaian suatu
perusahaan ohonan kredit

dilakukan de

memenuhi kewajiban dan menjalankal usahanya. Informasi ini dapat diperoleh
oleh perusahaan melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-

usaha yang sejenis.

b. Capacity

' Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para
Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, him. 158-160.

2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2007), him. 64.
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Capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon debitur untuk mengelola
kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga
usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang

menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka

kepada sebagai

sehingga se(

e. Condition Of Economy

Condition Of Economy dalam pemberian kredit oleh perusahaan, kondisi

ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon Kkredit perlu
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memperoleh perhatian dari perusahaan untuk memperkecil risiko yang mungkin

terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Disamping menggunakan prinsip kreditur dalam pemberian kredit di atas,

bank dalam memberikag kreditur juga menggunakan prinsip 3R, yaitu: "

perolehan ¢ | upi ul diteserta bunga,
ongkos-on ) ng ] : DEEUS g lain seperti

untuk cash

c. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal ini yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya

kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal

® Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2001), him. 249-250.
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untuk antisipasi kedua belah pihak, terutama jika dapat menimbulkan kredit

macet.
3. Macam-Macam Kredit
pokan kredit dalam bebg

Munir Fuady mengge & _penggolongan sebagai

1) Kredit
2) Kredit
3) Kredit d
4) Kredit

6) Sektor Perdagangan restora
7) Sektor Pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi;
8) Sektor Jasa;

9) Kredit untuk sektor-sektor lain-lain.

e. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya
1) Kredit konsumtif, yang diberikan kepada debitur kepada debitur untuk
keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, perumahan, pemberian alat-alat
rumah tangga dan lain-lain;

™ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), him. 15-
20.
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2) Kredit produktif, terdiri dari:
(a) Kredit investasi, yang di peruntukan untuk membeli barang modal atau
barang-barang tahan lama seperti tanah, mesin dan lain-lain;
(b) Kredit modal kerja, untuk membiayai pembelian modal lancar seperti
barang dagangan, bahan baku dan sebagainya;
(c) Kredit likuidasi, diberikan untuk membantu perusahaanyang kesulitan
likuiditasf. Berdasarkan Objek yang di Transfer
1) Kredit uang, di ga@ga pemberian dan pengembatian kredit dilakukan dalam
bentuk uang;

i. Di lihat da
1) Kredit
secara
2)Kredit

J. Berdasarkan 3
1) Kredit Domé

1) Kredit dengan kreditur tURgE
atau satu badan hukum saja;

2) Kredit sindikasi, kerdit di mana pihak krediturnya terdiri dari beberapa
badan hukum.

akan krediturnya hanya satu orang

C. Tinjauan Umum Tentang Gambaran PT. BFI Finance Tbk, Cabang

Pelalawan
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Secara umum, PT. BFI Finance salah satu perusahaan pembiayaan terlama
di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang

Bursa Efek Indonesia atau BEI). BFI Finance melakukan penawaran umum

i_menjalankan proses

“\Q\‘ ‘ .e$ gcara resmi

o
pembiayaap¥#ya ada diF s ‘;T ci Kabupaten

Pelalawan.
adalah sala aligus menjadi
perusahaan di Bursa Efek
Jakarta dan Indonesia atau

G‘BEI)’).

kerja, pengembangan usaha da aupun untuk kebutuhan konsumtif
seperti biaya renovasi rumah dan lain sebagainya. Kedua; pembiayaan sales dan
lease back yang ditujukan untuk pembelian mesin dan alat berat baik baru
maupun bekas untuk menunjang produktivitas usaha, mulai dari alat berat

industri seperti berbagai jenis truk, excafator, crane, bulldozer, forklift, mesin

cetak, mesin industri maupun alat kesehatan. Ketiga; pembiayaan tanpa agunan

™ https://www.bfi.co.id/id/tentang-bfi/
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untuk kebutuhan pendidikan, perjalanan wisata, serta pengembangan usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada tahun 2017, BFI Finance

membentuk Unit Syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap

pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

hasil penaiva m ctela ia Byad] emisi, akan
digunakan §§e ‘ : ﬂf estasi, modal
kerja dan A sebagaimana yz yang dimiliki

perusahaan e jan dan F . dangan yang

Tbk, Cabang Pelalawan adalah a solusi keuangan yang terpercaya
yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun
misi yang diemban oleh perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan
diantaranya adalah menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif

kepada konsumen perusahaan.

Struktur Organisasi

Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan
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Branch Manager

Andrianto

Branch Qperation Branch NDF
o Car Supervisg

BAB Il1
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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A. Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap wanprestasi
perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan

berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut UU

Perbankan)

hukum.

mengenai a /ang te ) aPang Pelalawan

yaitu adanyasefatuthak dan k : aNg merupakan

akibat dari | 1L engan melak am-meminjam

Pinjam-meminjam di perusaf@an PT. BFI Financee Tbk, Cabang
Pelalawan sangat dimungkinkan terjadinya ketidakmampuan debitur untuk
membayar atau melunasi semua utangnya. Adanya wanprestasi tentunya sangat
merugikan pihak perusahaan. Kerugian tersebut disebabkan karena dana yang
telah dipinjam kepada perusahaan tidak dapat dikembalikan baik sebagian

ataupun seluruhnya.

"® Soeroso, R., SH., Op-Cit, him 295.
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Dasar hukum wanprestasi, yaitu Pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan
bahwa “Peminjam dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta
sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu apabila

perikatan ini mengakibatkan peminjam harus dianggap lalai dengan lewatnya

pelanggaran-
pelanggara , yakni tidak

melakukan

4. Debitur melakukan sesuatU™dng menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut apabila pihak debitur tidak memenuhi atau tidak
melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati maka dapat dikatakan telah
melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum

terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap
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timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan
wanprestasi agar memberikan ganti kerugian, sehingga oleh hukum diharapkan
agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Sebab

dalam melakukan suatu perjanjian kreditur dengan itikad baik memberikan

pinjaman kepada pasal 1338 ayat (3)

KUH Pg “‘Q‘Q“‘ .o@ pgan  itikad

maka sesuaigéet ete N Pasa difyatakan bahwa
“segala kebénd jam, baik y: ( A n yang tidak

bergerak, b3

tanggungan tersebut
memberikan o ampekglen gsalll utang dari hasil
penjualan seg kata lain, bahwa

yang dimaksud adalah perlindume mendapatkan kembali uang yang
telah dipinjam oleh debitur. Sebagaimana dengan memberi hukuman debitur
agar mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh kreditur sebagaimana yang
disebutkan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Kreditur
juga dapat melakukan tuntutan dalam menghadapi debitur yang melakukan

wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata dinyatakan

bahwa “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia
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akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan
bunga”. Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak lain untuk memilih dua
kemungkinan agar ia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut

dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi) jika hal itu masih memungkinkan

atau menuntut pe \ dapat disertai ganti

Sy,

Berdasarkan hasil penelitia™®ang dilakukan penulis dengan pihak
perusahaan, yang menjelaskan bahwa PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan
merupakan perusahaan pembiayaan yang terletak diprovinsi Riau tepatnya di
Kabupaten Pelalawan. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan ini berdiri pada

tahun 2005. Perusahaan ini juga sangat mematuhi Undang-undang Nomor 10

Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-undang Tentang Perbankan) yang

" https://litigasi.co.id/posts/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya/diakses 28 Juli 2017
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menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Berdasarkan

dan karyawan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha perusahaan.

PT BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan telah dibuat berdasarkan Akta
Notaris. Akibat hukum dari suatu perjanjian kredit yang tidak dibuat secara

otentik ataupun tidak dilegalisasi oleh notaris mengakibatkan suatu perjanjian

"https://ferdiansyahputramlaw.wordpress.com/perjanjian-kredit-dalam-hukum-perbankan/diakses
07 Agustus 2018
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tersebut menjadi perjanjian dibawah tangan. Akta dibawah tangan mempunyai
kelemahan yang sangat nyata yaitu dalam hal pembuktian akta dibawah tangan

harus didampingi dengan alat pembuktian lain karena bukan merupakan alat

bukti yang sempurna.

angsurannysa ume a Masyaraka ; aya hidupnya.
Sehingga m habkan ti gka | kredit karena

pendapatan t al o afigsurannya. Pada

Tabel 3.1

Daftar pekerjaan yang paling banyak melakukan perjanjian kredit
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Di PT. BFI Finance Thk, Cabang Pelalawan

No. Kriteria Pekerjaan Jumlah Persentase
1 Pedagang 11 60%

2 Buruh 6 25%

3. Wiraswasta

4

pedagang kaki lima. Pendapatan pedagang kaki lima sangat minim dan sangat

tidak menentu untuk didapatkan. Pedagang kaki lima didefinisikan sebagai
sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang
publik, terutama dipinggir jalan. Dapat juga dikatakan menawarkan barang dan
jasanya dari rumah kerumah. Karakteristik menurut jenis usaha dagangan dapat

berpengaruh terhadap pendapatannya. Berdasarkan hasil penelitian di PT. BFI
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Finance Tbk, Cabang Pelalawan jasa pelayanan yang diperdagangkan adalah jasa
perorangan, seperti jual sarapan pagi, tukang pangkas rambut, tukang jahit

sepatu, dan lain-lain. Sehingga dengan pendapatan yang minim tidak dapat

menjamin masyarakat untuk membayar angsurannya tepat waktu.

yang relatifieSarima AE( memung Mtuk menambah
variasi dagafit eh N le beli ditempat

tersebut. Ha an n pendapa edc apl pada dasarnya

melakukan kredit di PT. BF , Cabang Pelalawan ialah suatu
kepercayaan kreditur kepada debitur bahwa pihak debitur tidak bisa bertanggung
jawab atas utang-utangnya. Sedangkan jaminan pokok terhadap transaksi
pembiayaan ialah sepeda motor. Berbanding terbalik dengan jaminan tambahan,
biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan

hutang dan asuransi.
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Wanprestasi  yang sering terjadi di PT. BFI Finance Tbk, Cabang
Pelalawan dilakukan berbeda-beda sesuai dengan kasusnya masing-masing.

Penanganan tersebut misalnya penarikan sepeda motor maupun penyelesaian

secara damai sebelum dilakukannya penarikan sepeda motor yang dijadikan

Tbk, Cabang Pelalawan. Untuk itu dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah

ini:

Tabel 3.2

Apakah saudara selalu wanprestasi terhadap angsuran kredit di PT. BFI
Finance Tbk, Cabang Pelalawan ?
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No. | Jawaban Kuesioner Jumlah Persentase

1. lya, benar 20 100%

2. Tidak benar - -
Jumlah 20 Orang 100%

pembayaran angsuran pada perjanjian kredit tersebut. Ketentuan tentang ganti rugi

diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:
biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang

nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala

" Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ismail selaku masyarakat yang melakukan wanprestasi
terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, pada tanggal 01 Oktober
2021

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020
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kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang
sudah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai
uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya

wanprestasi itu hanya dapat diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Hal ini

dimaksudkan un g penilaian jika harus

diganti de ‘ ‘ “““ ."

apakah kate ) atar abka afe wanprestasi
terhadap pelje 1i PT al@yvan. Untuk itu

dapat diliha

Apakah ka a wanprestasi
terhadap Pelalawan ?

No.

1.

2.

responden atau 100% menjawab bahwa iya benar faktor pendapatan yang
menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Thbk,
Cabang Pelalawan. sedangkan tidak ada responden menjawab bahwa faktor
pendapatan tidak menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian kredit di PT.

BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan.

80 https://www.dppferari.org/ diakses Tanggal 17 Februari 2020

71


https://www.dppferari.org/

nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Kabupaten
Pelalawan yang bernama Ibu Herna Wati yang menyatakan bahwa karena faktor
pendapatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian kredit di PT.

BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. la selaku pedagang dengan pendapatan yang

tidak menentu me h

@iy,
N

pedagang, ! ) : .“p' t berpengaruh
terhadap penge ra ang pedagang
mengelola
pedagang j

un, akan tetapi

dengan wak mempengaruhi

jawabannya pada tabel dibawah

Tabel 3.4

Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah
menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut kepada pihak pengadilan?

8 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Herna Wati selaku masyarakat yang melakukan
wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, pada tanggal
07 Oktober 2021
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No. | Jawaban Kuesioner Jumlah Persentase

1. lya, pernah - -

2. Tidak pernah 2 100%
Jumlah 2 Orang 100%

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

pengadilan

Cabang Pelalaw ang ama Bapak g menyatakan
bahwa tidakipeL _ enyelesaikan persoa acglitersebut kepada
pihak pengadilan inka h 3 afice Thk, Cabang

Pelalawan hany

Ketika debitur terbukti akan membuat suatu perjanjian yang dilandasi atas
itikad tidak baik maka dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut. Asas ini
merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus

melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang

82 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Darmanto Tobing selaku Head PT. BFI Finance Tbk,
Cabang Pelalawan pada tanggal 15 Oktober 2021
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teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini terbagi menjadi
dua macam, yakni itikad baik relatif dan itikad baik mutlak. Itikad baik relatif
yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.

Pada itikad baik mutlak penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta

memberitahu
pstasi terus-

Dari keterangan tabel dicte at dilihat bahwa sebanyak 2 (dua)

responden atau 100% menjawab bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Thbk,
Cabang Pelalawan selalu memberitahu akibat-akibat yang didapatkan apabila
masyarakat wanprestasi terus-menerus. sedangkan tidak ada responden menjawab

bahwa tidak benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu

8https://jakartainvest.com/law/asas-itikad-baik-sebagai-landasan-pembuatan-perjanjian/diakses
Tanggal 05 Agustus 2020
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memberitahu akibat-akibat yang didapatkan apabila masyarakat wanprestasi terus-

menerus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Thbk,

Cabang Pelalawan yang, bernama Bapak Andriyanto yang menyatakan bahwa iya

apakah piha i Pelalawe nah melakukan
penarikan un

pada tabel dib

Tabel 3.6

Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah melakukan
penarikan unit apabila terjadi wanprestasi?

No. | Jawaban Kuesioner Jumlah Persentase

8 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang
Pelalawan pada tanggal 24 Oktober 2021
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1. lya, pernah 2 100%

2. Tidak pernah - -

Jumlah 2 Orang 100%

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

| Finance Thbk,
Cabang Pelalawén' yar :ma Bapak Andri A 2pyatakan bahwa iya
penarikan unit

selalu ada tiap

selaku penerima fidusia atas pemenuhan utangnya, maka Pasal 23 ayat (2) UUJF,
dinyatakan: “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang
tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis telebih

dahulu dari penerima fidusia”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selama

8 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang
Pelalawan pada Tanggal 28 Oktober 2021
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benda yang tidak merupakan benda persediaan, mialnya mesin produksi, mobil,
rumah (penjelasan Pasal 23 ayat (2) UUJF) masih dibebani oleh jaminan fidusia,
maka pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkannya tanpa persetujuan

tertulis dari penerima fidusia (kreditur).®

%

=
“
o
o
o
@
"
o
g
v
’
¢

“

B. Solusi Akibat Hukum Antara Kedua Belah Pihak Terhadap
Wanprestasi Perjanjian Kredit Studi di PT. BFI Finance Tbk,

Cabang Pelalawan

8 Nur Hayati, Aspek hukum pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lex Jurnalica Vol. 13/No. 2/Agustus/2016
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Suatu akibat hukum dari wanprestasi perjanjian kredit pasti akan
menimbulkan berbagai macam solusi. Solusi adalah cara atau jalan yang
digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tanpa adanya

tekanan. Maksud adanya tekanan adalah adanya objektivitas dalam menentukan

solusi, dimana p| ) ‘ a ‘ mpendapat pribadinya
dan berpedomar ‘ RQ““ .%0 W, perjanjian

buat suatu

AvN
.
;;

dikembalikan F,2Mma ’ 0 memberikan

barang jam

Perj
terjadi pad

yang telah d

11\@\1\3\

) B

kreditnya,

R

“Eh

c

= D

QD

o

o

QD

=

o

D

>

<

D

s

QO

Penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dapat dilakukan dengan dua
cara penyelesaian wanprestasi pada umumnya selain melalui pengadilan (litigasi)
dapat juga diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) yakni penyelesaian

sengketa dengan cara arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan

8 Jeinal Bawarodi, 2014, Penerapan Perjanjian Sewa Beli di Indonesia Akibat hukumnya, Jurnal
Hukum, Lex Privatum, VVol. 1l/No. 3/Ags-Okt/2014, him. 14.
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penilaian ahli.®® Penyelesaian wanprestasi pada PT. BFI Finance Tbk, Cabang
Pelalawan dilakukan dengan cara non litigasi. Artinya dilakukan dengan cara
pendekatan atau musyawarah antara PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan

dengan masyarakat Kabupaten Pelalawan, karena masyarakat Kabupaten

Pelalawan yan D kooperatif dalam

“\W}\\“ .98 Qitur yang

temu yang Je esalc selgsaikan dengan
lebih cepatil of : jamin | kerahasiaa almeminimalisir

rusaknya ci

mendapatkan perlakuan yang estinya. Jika debitur melakukan
wanprestasi namun debitur tersebut menunjukan itikad baik kepada kreditur
dengan niat untuk melaksanakan prestasi, maka sebaiknya diselesaikan secara

musyawarah atau kekeluargaan.

8 Artadi | Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, ImplementasiKetentuan-
Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press,
Denpasar, him. 10.
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Untuk mempermudah pembayaran angsuran kredit di PT. BFI Finance
Tbk, Cabang Pelalawan yaitu dengan mempertimbangkan antara pendapatan,
biaya hidup dan angsurannya. Banyak atau tidaknya pengeluaran sangat

tergantung pada kemampuan keluarga dalam mengelola pendapatannya. Selain

B juga akan
mening : shdapata lapat dilakukan
dengan ¢ afakat dengan
cara pemeé modal kerja
diharapkan usaha sesuai
dengan ya an masyarakat

dapat terwu

kepailitan, karena pada dasarnya wanprestasi dianggap sebagai hutang dalam

hukum kepailitan.

Pada tahun 2019 pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan pernah
melakukan pemanggilan terhadap debitur yang wanprestasi kredit di kantor

kepolisian pelalawan, walaupun belum ada pihak pengadilan yang menyelesaikan

8 Sudarman Toweulu, Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo,2001), him. 3.2%°
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persoalan tersebut. Solusi akibat hukum antara kedua belah pihak terhadap
wanprestasi perjnajian kredit tersebut antara lain:

a. PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan memberikan teguran secara lisan

atau pembinaan kepada debitur yang wanprestasi dengan cara melakukan

baik serta sudah tidak mampu [agi membayar semua utang-utangnya.

Kebijaksanaan yang diambil oleh PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan
merupakan hal yang sesuai dengan hati nurani, karena musyawarah adalah
alternatif terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun apabila benar-benar
tidak ada itikad baik dan berlaku curang terus-menerus, maka selanjutnya pihak

pengadilan yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut.
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Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang
apakah saudara tidak menghiraukan sama sekali teguran yang telah disampaikan

pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan. Untuk itu dapat dilihat

jawabannya pada tabel dibawah ini:

Darifke jan' ta as hé apek 10 (sepuluh)
responden 3 i ja 3 | phiraukan sama
sekali tegura

Pelalawan, daflsg epultih) “resp enjawab bahwa

Pelalawan yang bernama lIbu Sukma Fitri yang menyatakan bahwa ia dengan
keadaan terpaksa tidak menghiraukan teguran yang telah disampaikan oleh pihak
PT. BFI Finance Tbhk, Cabang Pelalawan, karena ia benar-benar tidak ada biaya

untuk membayar angsuran kreditnya.

% Hasil wawancara penulis dengan lbu Sukma Fitri selaku masyarakat yang melakukan
wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Thk, Cabang Pelalawan, Pada tanggal
29 Oktober 2021
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Dalam doktrin dan yurisprudensi, teguran tersebut dikenal dengan somasi.
Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa
debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi

mulai beraku terhadap debitur. Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka

terbitlah hak kredi A ganti rugi.*
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Cabang Pelalawan selalu mendapat edukasi mengenai akibat-akibat yang didapat
apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus. sedangkan tidak ada responden
menjawab bahwa tidak benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan
selalu mendapat edukasi mengenai akibat-akibat yang didapat apabila masyarakat

wanprestasi terus-menerus.

https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi
wanprestasi/ diakses September 2016
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Thbk,
Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Andriyanto yang menyatakan bahwa iya
benar PT. BFI Finance Thk, Cabang Pelalawan selalu mendapat edukasi mengenai

akibat-akibat yang didapat apabila masyarakat wanprestasi terus-menerus®

dapat me grjadinya wanprestasi.

‘.Q%‘.‘“ .e 8 saja akibat

Tujuan ini sangatg “ ic
ar W)
N

<>

e

‘-. kan perjalanan
I'.’ dit macet yaitu
‘v‘ﬁ epat pada waktu
5 perdata disebut
li bahwa kredit

J tidak membayar

apakah pihak PT. BFI Finance ang Pelalawan selalu memberi solusi
kepada masyarakat agar tidak terjadi wanprestasi terus-menerus. Untuk itu dapat

dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9

Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu memberi
solusi kepada masyarakat agar tidak terjadi wanprestasi terus-menerus?

%2 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang
Pelalawan pada tanggal 24 Oktober 2021
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No. | Jawaban Kuesioner Jumlah Persentase

1. lya, benar 2 100%

2. Tidak benar - -
Jumlah 2 Orang 100%

Sumber : Perusahaan PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan Tahun 2020

angsurannya, Ssepe ent aipUn perpanjangan masa

kreditnya.*

Walaupun telah diberikan perpanjangan kredit tidak menutupi
kemungkinan bahwa kredit akan macet. Dengan kata lain debitur tidak berhasil
memperbaiki, memperluas atau mengembangkan usahanya kembali setelah
diberikan kesempatan oleh perusahaan. Oleh karena itu apabila debitur tetap

wanprestasi akan diambil tindakan hukum oleh perusahaan sebagai berikut:

% Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Tbk, Cabang
Pelalawan pada tanggal 24 Oktober 2021
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1. Tuntutan ganti rugi

Ketentuan ganti kerugian dalam KUH Perdata diatur pada Pasal 1243 sampai
Pasal 1252 KUH Perdata. Dari pasal-pasal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa

yang dimaksud ganti rugi adalah saksi yang dapat dibebankan kepada debitur

b. Eksekusi hak tanggungan

Eksekusi hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 21 Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996, latar belakang lahirnya eksekusi ini adalah

disebabkan pemberian hak tanggungan atau debitur tidak melaksanakan
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prestasinya sebagaimana mestinya, walaupun yang bersangkutan telah

diberikan perpanjangan kredit oleh debitur.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden tentang

apakah solusi reconditigning atau persyaratan kembali dapat membantu saudara

angsuran kreditnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Kabupaten
Pelalawan yang bernama Bapak Eko Sukini yang menyatakan bahwa iya benar
dengan adanya solusi reconditioning atau persyaratan kembali dapat membantu
masyarakat membayar angsuran kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang

Pelalawan. karena solusi reconditioning atau persyaratan kembali dengan cara
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mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti penurunan suku bunga yang
bertujuan agar lebih meringankan beban masyarakat, serta pembebasan bunga

dengan pertimbangan masyarakat akan mampu membayar lagi kredit tersebut

sampai selesai.®*

Cabang Pelalawan selalu rutin me ptlsi berupa teguran kepada masyarakat
yang wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya. Sedangkan tidak ada responden
yang menjawab bahwa tidak benar pihak PT. BFI Finance Thk, Cabang Pelalawan

selalu rutin memberi solusi berupa teguran kepada masyarakat yang wanprestasi

terhadap perjanjian kreditnya.

% Hasil wawancara penulis dengan Bapak Eko Sukini selaku masyarakat yang melakukan
wanprestasi terhadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan, Pada tanggal 4
November 2021
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Head PT. BFI Finance Thbk,
Cabang Pelalawan yang bernama Bapak Darmanto Tobing yang menyatakan
bahwa iya benar pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan selalu rutin

memberi solusi berupa teguran kepada masyarakat yang wanprestasi terhadap

teguh maup : " ak AS erbagi menjadi
dua macam §¥a G an iti ad baik relatif
yaitu seseoraiig S : al geflyata dari subjek.
Pada itikad eritaian terlets aks it dén keadilan serta
dibuat ukuran k. mehilai Bhorma-norma yang

objektif.*®

apakah pihak PT. BFI Finance Pelalawan menyita barang jaminan
masyarakat yang disebabkan karena wanprestasi perjanjian kredit. Untuk itu dapat

dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12

% Hasil wawancara penulis dengan Bapak Darmanto Tobing selaku Head PT. BFI Finance Tbk,
Cabang Pelalawan pada tanggal 6 November 2021
%https://jakartainvest.com/law/asas-itikad-baik-sebagai-landasan-pembuatan-perjanjian/diakses
Tanggal 05 Agustus 2020
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Apakah pihak PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan menyita barang
jaminan masyarakat yang disebabkan karena wanprestasi perjanjian kredit?

No. | Jawaban Kuesioner Jumlah persentase
1. lya, benar 2 100%
2. Tidak benar - -

lain.®’

A. Kesimpulan

BAB
PENUTUP

v

inance Thbk,

Ada beberapa kesimpulan dari penelitian ini, antara lain :

%" Hasil wawancara penulis dengan Bapak Andriyanto selaku Head PT. BFI Finance Thk, Cabang

Pelalawan pada tanggal 6 November 2021
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1. Setiap perjanjian kedit sangat dimungkinkan terjadinya ketidakmampuan
debitur untuk membayar angsurannya, dan dapat dikatakan telah
wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang

melakukannya, karena itu baik kreditur maupun debitur harus mematuhi

A adapatan masyarakat

I
LSS A Sl

penyelesaian  kembali

Finance Tbk, Cabang Pelalawan melakukan eksekusi terhadap jaminan
debitur yang wanprestasi, dimana jaminan tersebut akan disita dan

kemudian dijual.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penelitian ini, antara lain :
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1. Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti adanya
wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka sebelum melakukan
perjanjian pihak perusahaan harus lebih hati-hati dan teliti dalam

memeriksa serta menilai calon debitur maupun kendaraan sepeda motor
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AKIBAT HUKUM PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP
WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (STUDI DI PT. BFI FINANCE TBK,
CABANG PELALAWAN)

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang
Akibat Hukum Pendapatan Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit
(Studi di PT. BFI Fia

ace Tbk, Cabang Pelalawams.0leh karena itu, dengan

DAFTAR KU p‘

.
{
W,

Mohon untuk me

*ﬁt’ agdyeng Anda pilih.

\\‘*‘

Keterangan:
SS= Sangat Setuju
S= Setuju
N= Netral
TS= Tidak Setuju
STS= Sangat Tidak Setuju

No. | Pertanyaan SS |S N TS | STS

1. Masyarakat Kabupaten Pelalawan tidak
pernah wanprestasi terhadap perjanjian
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kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang
Pelalawan

Masyarakat Kabupaten Pelalawan
diminta ganti kerugian saat wanprestasi
perjanjian kredit di PT. BFI Finance Thk,
Cabang Pelalawan

Somasi  selalu  diberikan  kepada
masyarakat Kabupaten Pelalawan apabila

melakukag ore anjian_kre
| ﬂ;l-‘h"ﬁ RS \"‘"ﬁﬂl“ ..

dengan
Finance

KUESIONER PENELITIAN
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AKIBAT HUKUM PENDAPATAN MASYARAKAT TERHADAP
WAPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (STUDI DI PT. BFI FINANCE TBK,
CABANG PELALAWAN)

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang
Akibat Hukum Pendapgtan Masyarakat Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit

kesediaé , g ada, saya
ucapkan

Keterangan:
SS= Sangat Setuju
S= Setuju
N= Netral
TS= Tidak Setuju
STS= Sangat Tidak Setuju

No. | Pertanyaan SS |S N TS | STS

1. Selalu terjadi wanprestasi perjanjian
kredit di PT. BFI Finance Thk, Cabang
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Pelalawan setiap bulannya

Wanprestasi  perjanjian kredit di PT.
BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan
diselesaikan secara litigasi

Di PT. BFI Finance Tbk, Cabang
Pelalawan menerapkan sistem sita
jaminan sebagai bukti akibat hukum
perjanjian kredj

Kendala
mace - e
P

D 3 r Giﬁ;q Y

apabila
PT. ina
Pela

PT. n

Pelal

men

mela e <redi

tidak Serj “antar.
belah i =

Pend na -
keba 5 ‘

perjan I

Thk, lawa

Masyaraka gty )
paham éndithabn O

pada saa

DAFTAR WAWANCARA
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I. DENTITAS RESPONDEN

Nama

Umur

Jenis Kelamin

: Darmanto Tobing
: 41 Tahun
. Laki-laki

fipaya tidak merugikan
a perusahaan didapat dari

Finance Tbk, cabang Pelalawe
Jawaban: Jaminan tersebut berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan
Bermotor). Yang mana apabila selama hutang belum selesai maka barang
yang menjadi objek perjanjian seperti sepeda motor tetap berstatus barang
sewa, walaupun BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) tersebut
mengatas namakan debitur. Tetapi dalam perjanjian disebutkan juga
apabila lunasnya pembayaran angsurannya, maka akan menjadi pemilik
sepenuhnya.

Apakah pernah pihak PT. BFI Finance Tbk, cabang Pelalawan menyita
kendaraan sepeda motor kepada debitur yang telah wanprestasi?

Jawaban: iya benar, pihak perusahaan tiap bulan selalu menarik 1 (satu)
unit kendaraan sepeda motor. Karena pihak perusahaan masih berada
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didalam payung hukum OJK dan adanya perjanjian fidusia. Terkadang
konsumen tidak mengerti perjanjian fidusia itu seperti apa.

. Biasanya pekerjaan debitur apa yang sering wanprestasi di PT. BFI

Finance Thk, Cabang Pelalawan?
Jawaban: pedagang. Dan mereka juga bercerita langsung bahwasannya
pendapatan yang tidak menentu itu tidak menjamin pembayaran angsuran
tersebut lancar sehingga terjadilah wanprestasi,

hari dapat

DAFTAR WAWANCARA

Il. DENTITAS RESPONDEN
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Nama : Ismail
Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan Pekerjaan : Buruh

Alamat ingkakivi g agkalan Kerinci

patan  dengan

tidak menentu
T. BFI Finance
p juga banyak.

kan pengajuan
an?
BPKB  (Bukti

apabila masya , jram editnya di PT. BFlI
Finance
barang jamina sekali tidak memenuhi
prestasinya.
Apa alasan masyarakat
Tbk, Cabang Pelalawan?
Jawaban: karena PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan banyak
menmberikan tawaran-tawaran menarik, seperti suku bunga yang kecil
yang kelihatannya menguntungkan.

Apa yang menyebabkan pendapatan masyarakat tidak dapat memenubhi
prestasinya tehadap perjanjian kredit di PT. BFI Finance Thk, Cabang
Pelalawan?

Jawaban: saya sebagai pedagang sering merasakan kegagalan dalam usaha
seperti tidak adanya pembeli di usaha saya ini. Sehingga mengakibatkan
saya tidak mampu melakukan prestasi dalam jangka waktu yang telah
ditentukan.

sl
e
BMbiayaan kredit di PT. BFI Finance
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6. Apa upaya yang dilakukan masyarakat untuk menurunkan tingkat
wanprestasi perjanjian kredit di PT. BFI Finance Tbk, Cabang Pelalawan?
Jawaban: meningkatkan pendapatan dengan cara mecari pekerjaan
sampingan.

7. Apakah perjanjian yang dilakukan masyarakat dengan PT. BFI Finance

Thbk, Cabang Pelalawan berbentuk lisan saja?

Jawaban: tidak hanya lisan, melainkan berbentuk tertulis juga.
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